
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

 

 

P U T U S A N 

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu 

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK 3672025802930001, lahir Serang, 18 Februari 1993, umur 

27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota 

Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai 

“Penggugat”. 

m e l a w a n 

TERGUGAT, lahir di Tangerang, 16 Februari 1992, umur 28 tahun, agama 

Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, 

tempat tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 

Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”. 

Pengadilan agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 

18 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 19 

Nopember 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah 

melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 

di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku 

Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/25/XII/2018 tertanggal 17 Desember 

2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan 

tinggal di Jl. Jayadiningrat II No. 29 RT. 002 RW. 001 Desa Kramatwatu, 

Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sampai 

dengan berpisah; 

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba’da dukhul) dan 

belum dikaruniai anak;  

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak tahun 2019 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:      

4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;    

4.2 Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;  

4.3 Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama ketika 

masih bersama;  

4.4 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang 

diketahui langsung oleh Penggugat;  

4.5 Tergugat susah diajak komunikasi baik dengan Penggugat;  

4.6 Orang Tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat;  

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juni 2020, karena antara Tergugat dan 

Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 

4 diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 

dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri lagi;  

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari 

pihak keluarga namun tidak berhasil; 

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu 

rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk suatu  rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada 

upaya damai dari pihak keluarga; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah 

tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah 

tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila 

gugatan ini dikabulkan; 

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat  mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

PRIMAIR:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) 

terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

SUBSIDAIR: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya 

(Ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap 

di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula 

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan 

sesuatu halangan yang sah;   

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah 

hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan 

nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga 

dengan Tergugat, tapi tidak berhasil; 

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan 

Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi 

gugatannya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan 

jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 

3672025802930001 tertanggal 23 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan 

oleh Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup 

dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok 

dengan aslinya, diberi tanda (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/25/XII/2018 atas nama 

Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Desember 2018, yang aslinya 

dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Cilegon, Kota 

Cilegon, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh 

kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda 

(P.2); 

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka 

persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut: 

Saksi I: NAMA SAKSI, Cilegon 07 Juni 1992, Umur 28 tahun, agama Islam, 

pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, alamat di Kota Cilegon, pada pokoknya 

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah teman Penggugat; 

- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA 

TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2018 dan dari 

pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. 

Jayadiningrat II No. 29 RT. 002 RW. 001 Desa Kramatwatu, Kecamatan 

Kramatwatu, Kabupaten Serang, sekaligus kediaman bersama terakhir 

Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat sering emosi dan marah kepada Penggugat 

bahkan pernah memukul Penggugat, kemudian Tergugat ada hubungan 

khusus dengan wanita lain, hal ini saksi lihat sendiri dan juga cerita dari 

Penggugat; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang 

lalu;   

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;   

Saksi II: NAMA SAKSI, Cilegon 10 Februari 1982, Umur 38 tahun, agama 

Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Cilegon, pada 

pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA 

TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2018 dan dari 

pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. 

Jayadiningrat II No. 29 RT. 002 RW. 001 Desa Kramatwatu, Kecamatan 

Kramatwatu, Kabupaten Serang, sekaligus kediaman bersama terakhir 

Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat sering emosi dan marah kepada Penggugat 

bahkan pernah memukul Penggugat, kemudian Tergugat ada hubungan 

khusus dengan wanita lain, hal ini saksi lihat sendiri dan juga cerita dari 

Penggugat; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang 

lalu;   

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan 

apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan 

gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada 

hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat 

sebagaimana  diuraikan di atas;       

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap 

perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut 

Penggugat telah hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula 

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta 

tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan 

yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

Penggugat dapat diputus dengan verstek (vide pasal 125 Ayat (1) HIR dan 

Pasal 126 HIR);       

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan 

bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan 

perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang 

diperkuat dengan bukti (P.1) menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di 

wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama Cilegon secara relatif berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang 

pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan 

akta nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti 

P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah 

akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan 

telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. 

Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2018 tercatat di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tertanggal 17 Desember 

2018. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima 

sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk 

mengajukan perkara gugatan perceraian;  

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang 

menikah pada tanggal 16 Desember 2018 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta 

Nikah Nomor 395/25/XII/2018, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat 

mempunyai legal standing sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian 

ini; 

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat 

tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha 

menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah 

tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap 

bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum 

atau tidak;  

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan 

bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan 

perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa 

antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) 

Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus 

dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam menjelaskan talak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat 

tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena 

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 

RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu 

Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka 

Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) 

orang saksi; 

           Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai 

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut 

merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, 

mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga 

penduduk Kota Cilegon; 

            Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan 

telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti 

autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan 

menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai 

suami istri yang sah sampai saat ini; 

 Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang 

saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan 

keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (vide Pasal 1911 BW 
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juncto Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut 

telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan ini;   

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang 

keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar 

langsung, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling 

berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan fakta-fakta sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di 

Kecamatan Cilegon dan belum dikaruniai anak sampai sekarang; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Termohon tinggal bersama di Jl. 

Jayadiningrat II No. 29 RT. 002 RW. 001 Desa Kramatwatu, Kecamatan 

Kramatwatu, Kabupaten Serang, sekaligus tempat kediaman bersama 

terakhir; 

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, tapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering emosi dan marah 

kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat, kemudian 

Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain; 

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang 

lalu; 

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

  Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut 

Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah 

pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat 

dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat; 

  Menimbang, bahwa jika peristiwa hukum tersebut dicermati dan 

kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang 

cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, 
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yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan 

dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan; 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila 

dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-

fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai 

berikut: 

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dalam bentuk adu mulut dan berkata kasar yang dilakukan 

oleh Tergugat kepada Penggugat; 

2. Bahwa Tergugat sering emosi dan marah kepada Penggugat bahkan 

pernah memukul Penggugat, kemudian Tergugat ada hubungan khusus 

dengan wanita lain, dan hal ini dilihat dan didengar langsung serta 

dialami oleh saksi-saksi Penggugat; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang 

lalu; 

4. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari 

Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi agar bisa rukun dan membina 

rumah tangga kembali akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil; 

- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan 

tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat 

tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya; 

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri 

dalam membina rumah tangga terikat dalam sebuah komitmen dan ikatan lahir 

batin untuk saling mengasihi dan bertanggungjawab dalam membina rumah 

tangga menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara aquo serta didukung dengan 

fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga tangga 

selama hampir 2 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat 

telah mampu mempertahankan rumah tangga dalam waktu 2 tahun sampai 

adanya sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa diperbaiki dan membuat 

suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 11  

 

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi 

yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang 

yaitu sebagai kepala rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan 

ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta 

berkomunikasi didepan istri dan anaknya bahkan ditengah masyarakat 

berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar 

ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-

masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan 

bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat sebagai 

seorang suami seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik 

sebagai kepala rumah tangga, bukan dengan berkata kasar bahkan selingkuh 

dengan wanita lain, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung 

jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga 

yang jauh dari perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, 

kesusilaan maupun hukum, sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan; 

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah 

menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara 

Penggugat dan Tergugat baik dari sisi komunikasi maupun dari sisi nafkah lahir 

dari Tergugat; 

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi 

mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada 

bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin 

lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu 

dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan 

lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak; 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis 

Hakim berpendapat: 

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk 

melakukan perceraian; 

2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, 

sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka 

Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat 

terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan 

dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah 

dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan 

Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;   

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu satu bain shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) 

terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 

2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami Ahyar 

Siddiq, SEI, MHI. sebagai Ketua Majelis, Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH. dan 

Ertika Urie, SHI, MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana 
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dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang 

sama dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti, 

dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat; 

 

 

Ketua Majelis 

        

 

 

Ahyar Siddiq, SEI, MHI. 

              Hakim Anggota I    Hakim Anggota II  

          

           

 

    Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.          Ertika Urie, SHI, MHI. 

Panitera Pengganti 

  

 

 

Dra. Tuti Alawiyah. 

Perincian Biaya Perkara:  

1. Biaya Pendaftaran Rp      30.000,00 

2. Biaya Proses  Rp      75.000,00    

3. Biaya Panggilan Rp    285.000,00 

4. Biaya PNBP PanggilanRp      20.000,00 

5. Biaya Redaksi  Rp      10.000,00       

6. Biaya Meterai  Rp        6.000,00 

J  u  m  l  a  h  Rp.   426.000,00 

 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


